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RINGKASAN

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan
umum Yyang tertuang pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Dalam
mencapai tujuan tersebut, konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara
untuk memajukan kesejahteraan melalui sistem jaminan sosial nasional sesuai
dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Dari sinilah kemudian negara
membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan
amanah dari konstitusi tersebut. BPJS bertugas mengakomodir peserta jaminan
sosial di Indonesia sehingga seluruh masyarakat dari semua golongan wajib
mengikuti program BPJS. Setelah pembentukan BPJS ini terhitung ada 3
permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang
sering diajukan kepada MK vyaitu menganggap BPJS telah memonopoli
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia karena mewajibkan semua
masyarakat mendaftar BPJS tanpa membedakan status sosialnya. Padahal di
dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 memberi kebebasan kepada masyarakat
untuk mengikuti program jaminan sosial sesuai martabat kemanusiaan. Hal ini
kemudian menjadi rentan terjadinya konflik norma apabila tidak disikapi oleh
pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah
yaitu pertama, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial
bagi seluruh rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional; kedua, Apakah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dapat memiliki kewenangan untuk memonopoli penyelenggaraan program
jaminan sosial di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama, untuk
mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan
sosial bagi rakyat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; kedua Untuk mengetahui dan memahami
kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara
program jaminan sosial di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non
hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan, dan pada akhirnya memberikan preskripsi
berdasarkan argumentasi yang berupa kesimpulan. Tipe penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan non hukum yang relevan dengan apa yang dibahas.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : Pertama, Tanggung jawab negara
dalam memberikan jaminan sosial kepada warga negaranya dituangkan dalam
UUD NRI 1945. Di dalam pembukaan UUD NRI sangat jelas bahwa negara
menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Kesejahteraan ini dimaknai sebagai masalah
ekonomi, sosial, dan budaya. Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi
manusia terlihat pada Pasal 281 ayat (4), yang menyatakan “Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
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manusia sesuai prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 34 ayat (2) yang mengamanahkan bahwa
negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional untuk memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabatnya. Keduanya
merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus
dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai upaya memajukan
hak asasi manusia. Bentuk dari tanggung jawab negara adalah pendirian Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang BPJS. Keberadaan BPJS yang berlaku sejak tahun
2014 ini diharapkan dapat membantu negara untuk memenuhi hak atas jaminan
sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam
Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 telah dilaksanakan melalui peran BPJS. Kedua,
Kedudukan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial merupakan mandat dari
negara. Negara membentuk BPJS berdasarkan undang-undang. Sebagai badan
hukum publik, BPJS diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan
jaminan sosial di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang BPJS. Kepesertaan yang bersifat wajib bukan berarti BPJS memonopoli
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk
tanggung jawab negara untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, negara
masih memberikan kesempatan bagi badan/lembaga swasta untuk menjual
program jaminan sosialnya sehingga bisa saling bersinergi untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan bagi
masyarakat. Jaminan sosial bukan merupakan cabang produksi yang
memungkinkan dikuasai secara penuh oleh negara. Negara hanya
mengembangkan sistem jaminan sosial melalui peran BPJS sebagai fasilitator
bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh. Sehingga
sangat tidak tepat apabila BPJS memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di
Indonesia.

Saran dari skripsi ini yaitu : pertama, BPJS seharusnya menerapkan sistem
pendaftaran perorangan bukan langsung satu kartu keluarga (KK). BPJS masih
belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat, sehingga apabila pendaftarannya
dilakukan satu KK akan menyulitkan masyarakat dengan tingkat ekonomi
menengah ke bawah yang harus membayar premi satu keluarga. Walaupun
besaran premi tiap individu murah, namun apabila harus dibayarkan satu keluarga
akan menjadi mahal bagi masyarakat; kedua BPJS hendaknya lebih memperjelas
terkait pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut BPJS. Sanksi yang
diberlakukan saat ini adalah sanksi administratif dan dimulai setelah tahun 2019.
Namun, bentuk dari sanksi administratif ini masih kurang jelas sehingga perlu
bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait masalah sanksi tersebut
agar tidak menimbulkan salah tafsir.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan satu hal yang sangat didambakan oleh
semua manusia di dunia terutama di negara Indonesia sendiri. Kesejahteraan
sosial merupakan bangunan awal dan mendasar bagi setiap negara yang menganut
sistem apapun. Pentingnya peran negara dalam membangun dan
mengimplementasikan setiap kebijakan publik di bidang kesejahteraan,
merupakan tuntutan bagi setiap pendiri bangsa yang memilih model kesejahteraan
dalam memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD
NRI 1945 pun menganut dan mengamanatkan untuk melindungi dan mendorong
masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan sosial, melepaskan masyarakat dari
kemiskinan melalui lembaga-lembaga yang khusus mengelola berbagai skema
perlindungan sosial.

Dalam melaksanakan amanah UUD NRI 1945, maka pemerintah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional
tersebut dijelaskan bahwa pilar jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan
wajib, dan asuransi sosial. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 disebutkan bahwa 2Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian untuk memperkuat sistem
jaminan sosial nasional maka seluruh program jaminan sosial termasuk jaminan
kesehatan telah diintegrasikan ke dalam satu sistem dan diselenggarakan oleh
sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yang disebut Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan disingkat (BPJS). Untuk mendukung keberadaan dan peran
BPJS, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2

2 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional.
3 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, him.110
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Penyelenggara jaminan sosial merupakan sebuah badan hukum yang
didirikan berdasarkan undang-undang. Dengan pendirian Badan Hukum
berdasarkan undang-undang, Badan Hukum yang dimaksud secara konseptual
disebut sebagai “Badan Hukum Publik”. Konsep tersebut sudah diatur dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPJS.* Kemudian tujuan dari didirikannya BPJS
juga sudah dijabarkan pada Pasal 3 Undang-Undang BPJS yang isinya sebagai
berikut. “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya.”

Undang-Undang BPJS merupakan akta kelahiran yang sudah disiapkan
untuk kelahiran dua bayi kembar yang bernama BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
BPJS.> Waktu kelahirannya juga sudah ditetapkan yaitu 1 Januari 2014. Kelahiran
bayi kembar tersebut sangat diharapkan dan ditunggu oleh seluruh penduduk
Indonesia. Status hukum kedua bayi kembar tersebut sudah langsung ditetapkan
sesuai dengan induknya yaitu Badan Hukum Publik. Wajar saja jika bayi kembar
tersebut disambut seluruh penduduk Indonesia karena memang milik publik.

Undang-Undang BPJS telah mengatur bahwa per 1 Januari 2014, Program
Jaminan Kesehatan diserahkan kepada BPJS Kesehatan dan Program Jaminan
Ketenagakerjaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang
dibebankan kepada BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan
kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program : a)
jaminan kecelakaan kerja; b) jaminan hari tua; c) jaminan pensiun; dan d) jaminan
kematian dengan tetap mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai akhir Juni 2015.

Namun sejak diterbitkan pada tahun 2011, sudah tiga kali dilakukan
pengujian terhadap Undang-Undang BPJS oleh Mahkamah Konstitusi. Yang
pertama putusan nomor 138/PUU/XI1/2014 menguji pasal 15 ayat (1) dan (2),

4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPJS sebagai berikut,

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”

5 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS sebagai berikut,

“BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS
Ketenagakerjaan.”
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pasal 17 ayat (1), (2) huruf c, dan (4), lalu pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang BPJS, kemudian putusan nomor 119/PUU/XI11/2015 menguji pasal 4
huruf g, dan putusan nomor 101/PUU/XIV/2016 yang menguji pasal 4 huruf g,
pasal 14, dan 16 ayat (1). Alasan utama pemohon mengajukan permohonan adalah
mereka keberatan dengan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang mengambil alih kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial di
Indonesia. Yang menarik di sini adalah pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa
pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya sebagai peserta
kepada BPJS sesuai program jaminan yang diikuti. Pasal tersebut merupakan
turunan dari pasal 4 huruf (g) yang menyebutkan bahwa kepesertaan BPJS ini
bersifat wajib. Sehingga hal ini mengakibatkan pekerja, pemberi kerja, dan
pemerintah daerah yang sebelumnya sudah terdaftar dalam jaminan sosial yang
lain harus berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Padahal di dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945
dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam hal
demikian maka seharusnya setiap orang dapat menentukan secara mandiri dan
bebas siapa yang memberikan program jaminan sosial sehingga memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Tidak
kemudian negara menentukan BPJS sebagai satu-satunya lembaga yang
memberikan program jaminan sosial. Sehingga keberadaan BPJS ini dinilai
memonopoli kewenangan penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

Ketentuan pada pasal 4 huruf g dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
BPJS di atas jelas tidak sesuai dengan pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar
NRI 1945 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antar norma atau dengan kata
lain telah terjadi konflik norma antara Undang-Undang BPJS terhadap norma
Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketidaksesuaian norma ini bisa mengakibatkan
kerugian bagi salah satu pihak termasuk bagi lembaga penyelenggara program
jaminan sosial sebelum terbentuknya BPJS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun
sebuah karya skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Indonesia”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran negara dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh
rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional ?

2. Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memiliki kewenangan

untuk memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran negara dalam memberikan jaminan
sosial bagi rakyat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan monopoli Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial

di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum
Administrasi khususnya berkaitan dengan Pelayanan Publik terkait dengan
kedudukan dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia;

2. Secara Praktis vyaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi
pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau pemerintah guna
melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan
khususnya dalam hal pelayanan publik terkait jaminan sosial yang diharapkan

memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
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1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam
kerangka know-how di dalam hukum.® Dalam melakukan suatu penelitian hukum
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian
memberikan pemecahan atas masalah tersebut.” Sebagai konsekuensi pemilihan
topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah
permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.2 Titik fokus pada
penelitian ini berkaitan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku
pada hukum positif yang kemudian dihubungkan dalam suatu permasalahan yang
terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan adanya suatu ketimpangan
aturan hukum vyang ditunjukkan pemerintah ketika membentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan

jaminan sosial di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.® Berkaitan dengan
hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

& Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2016, him.83

" 1bid., him.60

8 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2008, him.295

® lbid., him.60
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peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan
Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka
kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada
dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat
menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang
dengan isu hukum yang dihadapi.°

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-
pandangan dan doktrin yang yang dijadikan argumentasi hukum untuk
memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan kedudukan
dan peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap penyelenggaraan

jaminan sosial di Indonesia.!!

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu
permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa
yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan
sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.'? Adapun sumber bahan hukum

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

10 1bid., him.133-134
1 1bid., him.136
2 1bid., him.181
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.* Adapun sumber bahan hukum
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasioanal
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas
putusan pengadilan.!* Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas
serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal
hukum.
1. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan

pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

13 1bid., him.181
4 1bid., him.181
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1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini secara
deduktif-induktif, yaitu dengan menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan
berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam melakukan penelitian hukum,
dilakukan langkah-langkah dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, serta melakukan telaah atas
isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
Selanjutnya, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum

yang bersifat preskriptif dan terapan.®®

15 1bid., him.213
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Sosial Nasional
2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial

Pengertian jaminan sosial begitu beragam akan tetapi esensinya memiliki
kesamaan. Dilihat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional®,
jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari
pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial sebagai teknik atau
metodis penanganan risiko yang terkait dengan hubungan kerja yang berbasis
pada hukum bilangan besar (law of large numbers). Dari sisi bantuan sosial, maka
jaminan sosial berarti sebagai dukungan pendapatan bagi komunitas kurang

beruntung untuk keperluan konsumsi.

Karena itu maka jaminan sosial berarti sebagai (1) salah satu faktor
ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi/konsesi untuk terdistribusi
risiko; (2) instrumen negara untuk redistribusi risiko sosial ekonomi melalui tes
kebutuhan (means test application), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik
berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil; (3) program pengentasan
kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas; dan (4) sistem
perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja

sebagai konsekuensi risiko hubungan kerja.’

Menurut International Labour Organization (ILO), jaminan sosial
adalah perlindungan masyarakat yang diberikan oleh masyarakat untuk
masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan
ekonomi sosial bahwa jika tidak ada sistem jaminan sosial akan menimbulkan
hilangnya sebagian pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja

sementara, cacat, hari tua, dan kematian dini, perawatan medis termasuk

16 ihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional.

7 Bambang Purwoko, Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi, Penerbit Oxford
Graventa, Jakarta, 2011, him.39-45

18 Konvensi ILO nomor 102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.
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pemberian layanan medis bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Namun
pengertian jaminan sosial menurut ILO masih bersifat universal sehingga pada

implementasinya harus disesuaikan dengan pendekatan yang berlaku.

Apabila kita garis bawahi pengertian jaminan sosial secara spesifik
sebagai sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapatan (income
support) bagi setiap orang yang memerlukannya melalui seperangkat uji
kebutuhan (means test) oleh lembaga yang berwenang.'® Aplikasi uji kebutuhan
diperlukan untuk keadilan agar penerima manfaat jaminan sosial adalah memang
benar-benar orang yang berhak dan membutuhkan dukungan pendapatan. Dapat
disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan
kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui

pendekatan sistem.

2.1.2 Prinsip Jaminan Sosial

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial (sosial security), pertama kali
dirintis oleh Otto Von Bismarck (1883), sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan
rakyat. Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan
kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai kebutuhan industrialisasi di
waktu itu. Pekerja dan pemberi kerja bergotong royong membiayai program
jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Apa yang dikenalkan oleh Otto
Von Bismarck dewasa ini telah berkembang di seluruh dunia. Sudah tentu, dengan
berbagai modifikasi, sesuai dengan keadaan, kebutuhan masing-masing negara.
Misalnya Amerika Serikat, yang 14 Sistem Jaminan Sosial Nasional
memperkenalkan program jaminan sosial melalui Social Security Act 1935,
sebagai bagian dari program The New Deal-nya Presiden Roosvelt mengatasi

resesi di waktu itu.%°

1% Bambang Purwoko, Op.Cit.,him.39-45
20 sylastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi, Penerbit
Buku Kompas, Jakarta, 2011, him.25
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Prinsip-prinsip apa yang menjadi ciri setiap program jaminan sosial ? Dari
pengalaman berbagai negara, ternyata ada beberapa prinsip yang menjadi ciri

sistem jaminan sosial.?!

Pertama, program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hal ini tekat dengan peningkatan
kebutuhan masyarakat, sejalan dengan meningkatnya tuntutan di bidang
kesejahteraan. Kebutuhan di kelompok tenaga kerja/formal, selalu tumbuh lebih
awal. Oleh karena itu, program jaminan sosial berkembang terlebih dahulu di
kelompok formal, baru kemudian kelompok non formal.

Kedua, ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial,
melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan. Hal ini terlepas
bahwa beban iuran bisa saja menjadi beban pemberi dan penerima kerja (bagi
tenaga kerja formal), dari subsidi negara dalam bentuk bantuan sosial (bagi
masyarakat miskin) dan dari peserta sendiri bagi kelompok yang mandiri dan

mampul.

Ketiga, kepesertaan yang bersifat wajib sehingga hukum the law of large
numbers cepat terpenuhi. Artinya semakin besar jumlah populasi yang dihitung,
maka semakin benar pula tingkat akurasi hitungannya. Untuk mendapatkan
populasi yang besar maka perlu diwajibkan bagi setiap orang. Hal ini sangat
penting di dalam kelangsungan hidup program. Besarnya jumlah peserta akan
berdampak pada kemampuan memberikan manfaat/benefit package dan kepastian

perhitungan actuarial.

Keempat, peran negara yang besar, baik dalam regulasi, kebijakan maupun
penyelenggaraan program jaminan sosial. Hal Sistem Jaminan Sosial Nasional ini
sebagai risiko kepesertaan yang bersifat wajib. Bahkan, negara wajib menjamin
kelangsungan hidup program jaminan sosial, termasuk memberi subsidi apabila

diperlukan atau menjamin keamanan dan nilai tambah hasil investasi.

Kelima, bersifat not for profit, seluruh nilai tambah hasil investasi harus

dikembalikan untuk peningkatan jaminan program jaminan sosial.?? Pengelolaan

2 Ibid., him.26-27
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dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) sehingga sesuai dengan
tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial yaitu untuk memenuhi kepentingan

peserta.

Keenam, penyelenggaraan program jaminan sosial harus dapat
diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat
terkait kebutuhan masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat program jaminan
sosial yang harus berkelanjutan (suistainable). Artinya informasi yang berkaitan
dengan keuangan BPJS dimasukkan dalam website resmi maupun ditampilkan di
kantor BPJS tiap wilayah. Hal ini ditujukan agar prinsip transparansi dan
akuntabel tetap dilaksanakan oleh BPJS. Oleh karena itu, penyelenggaraannya

harus dilandasi dengan peraturan yang jelas.

Sedangkan di dalam Konvensi International Labour Organization (ILO)
nomor 102 Tahun 1952 disepakati prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan
sosial, yaitu : (a). Manfaat yang diberikan pasti; (b). Penyelenggaraan melibatkan
partisipasi tri-parti untuk menjamin terselenggaranya dialog antara pemerintah,
pekerja, dan pemberi kerja; (c). Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan
yang benar dan hak jaminan; (d). Pembiayaan program oleh pajak atau kontribusi;

dan (e) Tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesahihan program.

2.1.3 Fungsi Jaminan Sosial

Berbicara tentang fungsi jaminan sosial tidak terlepas dari azas dan prinsip
jaminan sosial yang secara detail dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dicantumkan. Sehingga kita harus membacanya dalam satu tarikan nafas
mulai dari azas, prinsip, fungsi dan program jaminan sosial. Kalau dilihat dari
fungsi sosial dan aspek ekonomi dapat dicermati dari dua sudut pandang yaitu
ketidakamanan ekonomi (insecurity economic) dan keamanan ekonomi (security

economic).?®

Sebagaimana diketahui, bahwa jaminan sosial merupakan sistem proteksi

dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk masyarakat luas yang mengalami

22 Sentosa Sembiring, Op.Cit., him.107
23 Chazali H. Situmorang, Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS:
“Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, Penerbit CINTA Indonesia, Depok, 2013, him.24
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musibah atau kemalangan baik yang disebabkan karena peristiwa hubungan
industrial atau di luar hubungan industrial seperti kemiskinan. Karena itu, manfaat
jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari
nafkah utama (cash benefit for the income support of the breadwinner),
kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta
pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind).

Fungsi jaminan sosial secara ekonomi pada mulanya ditujukan untuk
meminimalisasi ketidakamanan ekonomi, kemudian ditujukan untuk keamanan
ekonomi. Keamanan ekonomi tidak akan tercapai 100% akan tetapi solusinya
diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang inklusif dalam arti
penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara komprehensif yaitu dengan

program yang lengkap dan perluasan kepesertaan universal.

Demikian halnya dengan economic insecurity selalu terjadi yang dapat
menimpa seseorang setiap saat dan dimana pun seseorang berada, karena itu
hanya bisa diminimalisasi. Jika economic insecurity dapat dihilangkan, maka
tidak ada lagi fungsi jaminan sosial. Economic insecurity selalu muncul sebagai
akibat dari akselerasi pembangunan ekonomi yang berorientasi ke pertumbuhan

dan peristiwa bencana yang menyumbang ke kemiskinan secara signifikan.

Purwoko mengatakan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi di negara-
negara berkembang tidak diimbangi dengan pembangunan sistem jaminan sosial
sehingga timbul masalah baru setelah pembangunan ekonomi berakhir, yaitu
penyakit masyarakat atau kemiskinan.?* Pembangunan ekonomi di negara maju
diimbangi dengan sistem jaminan sosial yang berbasis pada pendekatan
pendapatan dan berbeda dengan negara-negara berkembang yang berorientasi
pada pekerjaan. Pekerjaan seseorang banyak di Indonesia akan tetapi

pendapatannya kecil-kecil sehingga tidak terjadi keamanan ekonomi.

2.1.4 Jenis Program Jaminan Sosial Nasional
Program jaminan sosial adalah cabang, manfaat, dan skema jaminan sosial

yang diperuntukkan bagi peserta beserta keluarganya bilamana peserta dan/atau

24 Bambang Purwoko, Op.Cit., hlm.49-50
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anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK,
menghadapi hari tua dan meninggal sebelum usia pensiun terutama untuk mencari

nafkah utama.

Maka dari itu, program jaminan sosial membawa konsekuensi pembiayaan
yang tidak sedikit karena lingkup proteksinya mencakup kepesertaan penduduk
usia 0-14 tahun (pre employment coverage), kepesertaan penduduk usia 15-64
tahun (active contributor) dan kepesertaan penduduk usia senja di atas 65 tahun

(post employment coverage).

Ada empat koneksitas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang

komprehensif, yaitu mencakup :

1. Program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial;

2. Program yang terkait dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu;

3. Program yang terkait dengan penangguhan konsumsi atau penghasilan;
4. Program yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan perawatan

medis serta imunisasi.

Program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial, biasanya
berlaku untuk asuransi kecelakaan kerja (cash benefits) antara lain santunan
kematian berupa uang kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap atau cacat
sebagian, santunan berkala seumur hidup bagi yang cacat total tetap, tunjangan

sementara tidak mampu bekerja dan penggantian biaya ambulans.

Program yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu
terjadi pada asuransi kecelakaan kerja antara lain: pemberian kursi roda bagi yang
mengalami cacat total tetap, pemasangan kaki palsu termasuk tangan palsu,
pemasangan gigi palsu akibat kecelakaan kerja dan pemberian alat bantu untuk

mendengar.

Program yang dikaitkan dengan penundaan konsumsi sekarang atau
penghasilan biasanya berlaku iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kedua
program tersebut saling melengkapi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan

manfaat hari tua. Penyelenggaraan boleh jadi menjadi satu paket terpisah.
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Tabungan wajib dan pensiun ini dapat dikembangkan sebagai program yang
mengunci dana (locked in program) antara 20-35 tahun.

Penjelasan lebih rinci ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, bahwa jenis program jaminan sosial yang hendak
diselenggarakan oleh negara meliputi:*

a. Jaminan kesehatan;

b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan kematian;

d. Jaminan hari tua; dan

e. Jaminan pensiun.

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional, berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan ekuitas. Tujuannya adalah memberikan manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip
asuransi sosial meliputi kepesertaan yang bersifat wajib dan non diskriminatif,
bagi kelompok formal, iuran berdasar persentase pendapatan menjadi beban
bersama antara pemberi kerja dan penerima kerja, sampai batas tertentu sehingga
ada kegotongroyongan antara yang kaya miskin, risiko sakit tinggi rendah, tua
muda dengan manfaat pelayanan medis yang sama (prinsip ekuitas), bersifat
komprehensif meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai.?®

Manfaat jaminan kesehatan diberikan kepada peserta dengan jumlah
keluarga lima orang, suami/istri dengan jumlah anak sampai tiga orang. Apabila
memiliki keluarga lebih dari lima orang, dapat mengikutsertakannya dengan

membayar iuran tambahan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial. Tujuannya adalah agar peserta memperoleh manfaat
pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami
kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Besarnya iuran ditetapkan

%5 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
26 Sylastomo, Op.Cit., him.34-36
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berdasarkan persentase upah dan seluruhnya menjadi beban pemberi kerja. Bagi
peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan berdasarkan jumlah nominal,
yang besarnya ditetapkan secara berkala oleh pemerintah.?’” Manfaat jaminan
kecelakaan kerja (JKK) adalah berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli
waris peserta yang meninggal dia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat
kecacatan.

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan sistem
asuransi sosial atau tabungan wajib. Tujuannya adalah untuk menjamin agar
peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat

total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat diberikan sekaligus pada saat memasuki masa pensiun, meninggal
dunia atau menderita kecacatan total tetap. Besaran manfaat sesuai dengan
akumulasi iuran yang disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Meskipun
demikian, pembayaran manfaat dapat diberikan sebagian setelah membayar iuran
selama sepuluh tahun. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat akan
diberikan kepada ahli warisnya.

luran ditetapkan berdasar persentase upah, menjadi beban pekerja dan
pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan
berdasarkan angka nominal. Dengan pemilihan dua mekanisme iuran yakni
asuransi sosial atau tabungan wajib, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta.
Bisa diberlakukan sebagai tabungan, apabila peserta hidup sampai memasuki
masa pensiun atau sebagai asuransi sosial, apabila peserta meninggal sebelum

masa pensiun.

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial atau tabungan wajib. Tujuan jaminan pensiun adalah untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau
berkurangnya penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami

cacat total tetap. Oleh karena itu, merupakan manfaat pasti (defined benefit) agar

7 Ibid., hlm.37-39
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dapat memenuhi tujuan mempertahankan kehidupan yang layak disebabkan oleh
menurunnya upah/pendapatan atau hilangnya pendapatan.®

Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada setiap bulan kepada para
peserta yang telah memenuhi membayar iuran selama lima belas tahun, sesuai
dengan formula yang ditetapkan. Apabila peserta meninggal sebelum masa iuran
lima belas tahun, ahli warisnya tetap menerima manfaat jaminan pensiun (prinsip
asuransi). Sementara itu, kalau peserta tidak membayar iuran sampai lima belas
tahun, peserta akan memperoleh manfaat akumulasi iuran ditambah hasil
pengembangannya (prinsip tabungan). luran ditetapkan berdasarkan persentase
upah pendapatan atau jumlah nominal tertentu, menjadi beban pekerja dan
pemberi kerja. Manfaat pensiun terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat,
pensiun janda/duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua bagi peserta yang tidak

mempunyai anak.

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial. Tujuannya adalah untuk memberi santunan kematian yang
dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. luran program
jaminan kematian, berdasarkan presentasi gaji, menjadi beban pemberi kerja,
sedangkan bagi peserta bukan penerima upah, besarnya iuran ditetapkan
berdasarkan angka nominal. Sementara itu, manfaat jaminan kematian ditetapkan

berdasar angka nominal dan diberikan tiga hari setelah peserta meninggal.?®

Dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan universal coverage dengan
kata lain mencakup seluruh program jaminan sosial bagi seluruh penduduk
Indonesia, diperlukan masa transisi sekitar 20 sampai 25 tahun. Mungkin masa
transisi tersebut dapat dipercepat seandainya ada keinginan politik (political-will)
yang kuat dan berkelanjutan dari para pembuat keputusan (decisions makers) atau
pembuat kebijakan (politicy-makers) di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kita
pahami bahwa pengembangan sistem jaminan sosial (social security system)
memerlukan kesamaan persepsi dan pemahaman para policy-makers satu negara

terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial.

28 Ibid., him.40-41
2 Ibid., him.41-42
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2.2 Tanggung Jawab Negara
2.2.1 Pengertian Negara

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur
hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat
untuk mencapai tujuan yang paling pokok yaitu satu sistem ketertiban yang
menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara memiliki sifat
teritorial/kewilayahan dan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan
pengawasan atas orang-orang dan barang-barang dalam batas kewilayahannya.
Dalam hukum internasional, terdapat pengertian bahwa suatu negara menempati
satu daerah tertentu dari permukaan bumi, dimana negara menjalankan
yurisdiksinya dengan mengesampingkan yurisdiksi negara lain, akan tetapi selalu

tunduk kepada hukum internasional.*

Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju,
berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada
karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu
memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan
mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.

Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.>:

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan
desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Sedangkan Roger Soltou
berpendapat bahwa, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
masyarakat. Sementara Logeman menganggap negara merupakan organisasi
berbasis masyarakat yang mempunyai suatu kekuasaan untuk mengontrol dan

mengurusi sebuah masyarakat tertentu.

Menurut Thomas Hobbes bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat
oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya
menjadi alat untuk keamanan dan pelindungan mereka. Menurut George Jellinek

yang juga disebut sebagai Bapak IImu Negara memberikan pengertian tentang

30 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Binacipta,
Bandung, 1997, him.89
31 Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004, him.17
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negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah
berdiam di suatu wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan
orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan

kekuasaan untuk memerintah.32

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan
yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat
yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang

yang menerima keberadaan organisasi ini.

2.2.2 Pengertian Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk
melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sebagai
suatu agensi (alat) dari masyarakat, artinya negara mempunyai tanggung jawab
untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat. Negara bertanggung jawab menyelesaikan konflik apabila terjadi
konflik dalam masyarakat. Disebutkan pula bahwa negara memiliki tanggung
jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat, artinya tanggung jawab negara adalah untuk mencapai kesejahteraan
rakyat. Sehingga tujuan dari tanggung jawab tersebut sama dengan tujuan dari

negara kesejahteraan (welfare state).®

Negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state)

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :3*

a. Menegakkan hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga
negara di hadapan hukum;
b. Membuat dan melaksanakan aturan-aturan hukum nasional yang adil

dan tidak diskriminasi terhadap warga negara;

32 Samidjo, I/mu Negara, Penerbit Armico, Bandung, 2002, him.29

33 Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008,
him.38

34 Ibid., him.38
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c. Membela, melindungi warga negara dari berbagai bentuk ancaman dan
bahaya;

d. Memajukan kesejahteraan sosial warganya;

e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

f. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang

berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada intinya negara yang bertanggung jawab adalah negara yang
menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki olen warga negaranya,
melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak
yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, dan senantiasa

mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan
kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung
jawab. Keberadaan negara seperti organisasi secara umum adalah untuk
memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya.
Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti
kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau
kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi

kepentingan seluruh warganya.

Hak negara terhadap warga negaranya :
1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya;
2. Hak negara untuk dibela;
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan

rakyatnya.

35 Yusherman, Pemantapan Kepemimpinan Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 2011, him.61
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Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negara tercantum dalam
Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah sebagai berikut:3®
1. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil (pasal 27);
2. Kewajiban negara untuk menjamin HAM (pasal 28l);
3. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah (pasal 29);
4. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional
(Pasal 31);

Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32);

o

6. Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat (Pasal 33);
7. Kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan dan

perlindungan sosial (pasal 34).

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2.3.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan
program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan jaminan sosial
terkhusus kepada tenaga kerja atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan badan hukum
publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dimana Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh
pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang
bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.®” Perlindungan yang diberikan
berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan
Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dari pengertian di atas kita bisa
menyimpulkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
merupakan asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau
pemegang kartu jamsostek yang lama.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk sebagai
pengganti dari PT. Jamsostek yang khusus melayani asuransi sosial bagi tenaga

kerja. Sebelum menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

36 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
2008, him.47
37 Chazali H. Situmorang, Op.Cit., him.119-120
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transformasi PT. JAMSOSTEK dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah
masa peralihan PT. JAMSOSTEK (Persero) menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November
2011 sampai dengan 31 Desember 2013.%8

Tahap pertama diakhiri dengan pendirian Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap kedua, adalah tahap
penyiapan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-
lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat
program tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional selambatnya pada 1 Juli 2015.

Penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban
PT Jamsostek (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero). Pada 1
Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT
Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan
Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semua
pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.®

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan

tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu

38 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html diunduh pada
tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.03 WIB

39 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Satuan-Pengawas-Internal.htm|
diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.12 WIB.
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program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian,
termasuk menerima peserta baru. Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih berpedoman pada
ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jamsostek. Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh pasal Undang-Undang
Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk seluruh pekerja kecuali
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.%
Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang yaitu :*
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara,;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PT (Persero)
Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut meliputi perubahan sifat, organ,

40 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html diunduh pada
tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.03 WIB

41 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/peraturan/Undang-undang.html
diunduh pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 08.44 WIB
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dan prinsip pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan
struktur dan budaya organisasi.*?

Transformasi dari PT (Persero) menjadi badan hukum publik sangat
mendasar, karena menyangkut perubahan sifat dari pro laba melayani pemegang
saham menuju nirlaba melayani kepentingan publik yang lebih luas untuk
melaksanakan misi yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-
undangan pelaksanaannya. Dengan kata lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan pada dasarnya menyelenggarakan program yang merupakan
program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1
Januari 2014. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua penduduk Indonesia wajib
menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam
bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.*®

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersifat
wajib meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain.
Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu Penerima Bantuan luran (PBI)
adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur
melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta
PBI jaminan kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak

mampu, dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas pekerja penerima

42 Asih Eka Putri, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Penerbit Friedrich-
Ebert-Stiftung, Jakarta, 2014, him.32-34
4 Ibid., him.39-41
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upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota
keluarganya dan bukan pekerja dan anggota keluarganya.**

Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memang tidak
bisa terlepas dari kehadiran PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal
bakal dari terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pada
tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun
(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di
lingkungan Departemen Kesehatan RI vyaitu Badan Penyelenggara Dana
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada
waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi

Kesehatan Nasional.*®

Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas dan
dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 